BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 4o TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA LAYAK HUNI (RSLH)
SECARA SWAKELOLA OLEH KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA SWAKELOLA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BENGKALIS,

. bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan program pengentasan

kemiskinan di Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan upaya-upaya
diantaranya pembangunan bidang permukiman yakni melalui
Program Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni;

. bahwa untuk operasional program bidang permukiman, Pemerintah

Kabupaten Bengkalis telah menyiapkan Pedoman Pelaksanaan
Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni secara swakelola oleh
Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola sebagai acuan dalam
setiap langkah penyelenggaraan pembangunan permukiman,
sehingga dapat terlaksana secara baik dan tepat sasaran;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Permukiman secara swakelola
oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25);

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389) ;

. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
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_:6‘.‘7‘Peraturan Pemenntah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan s

. Peran ° Masyarakat Jasa Kontruksn (Lembaran Negara 'Republik |

: Indonesia Tahun 2000 'Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara
g .f;:"Repubhk IndoneS|a Nomor 3955) ‘ o . 3

',;":2{7».,"Peraturan Pemenntah Nomor 29 Tahun 2000 tentang> ‘

B Penyelenggaraan Jasa ‘Kontruksi (Lembaran Negara Republlk E

~~7 “Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara. ‘
e 'Republik IndoneS|a Nomor 3956) " : , v

\:::»‘;,8.{ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang*‘»'

':lPenyelenggaraan Pemblnaan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara

“Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran

~Negara Republik Indonesia Nomor 3957);

9.,Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan L

. 'Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
~-..2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republlk Indone3|a I
“’~~~1'?Nomor4578) ; BT SR

g 510 Peraturan’ Pemerlntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman :

. Pembinaan - dan 'Pengawasan Penyelenggaraan - Pemenntahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor _ el

165, Tambahan Lembaran Negara Republik IndoneS|a Nomor 4595)

= '11 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun- 2007 tentang Pembaglan

“Urusan Pemerintahan antara ‘Pemerintah, Pemenntahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran -

Negara Republik - Indonesia ‘Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan B
Lembaran Negara RepubllklndoneSIa Nomor 4737); - : ~ P

12 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan}{.

Barang /Jasa Pemermtah EO R R

13 Peraturan Menten Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M12007 tentang :';' i

Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruk3|

' ‘.'171;'14 Keputusan ‘Menteri Pemuklman "dan Prasarana Wllayah Nomor o

-339/KPTS/M/2003 tentang - Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa
Kontruk51 oIeh SKPD Pemerlntah

| '7715 Peraturan “Daerah’ Kabupaten Bengkalls Nomor 07 Tahun 2008 ‘L

- tentang: Penyelenggaraan Urusan Pemerlntahan Daerah Kabupaten
Bengkalls o : , |

"  '16 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 13 Tahun 2008».* O o
.. tentang’ OrganlsaSI dan‘ Tata Kerja Dmas Daerah Kabupaten_,‘ e
TR Bengkalls & g - NSRS N

MEMUTUSKAN

"PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN _
- PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA LAYAK HUNI (RSLH) SECARA
- SWAKELOLA OLEH KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA o

S SWAKELOLA.

Pasal 1

L ;Pedoman Pe|aksanaan Pembangunan Bldang Permuklman secara‘ VLo
.. Swakelola oleh Ke|ompok Masyarakat Pelaksana- Swakelola tertuang e B
;dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan’ merupakan baglan yang tldak R
- ‘-dapat dlplsahkan dan Peraturan Bupatl |n| ‘ : .




Diundangkan di Bengkalis

pada tanggal

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman Secara
Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 merupakan program
pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH).

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman Secara
Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 akan menjadi dasar dan acuan
dalam setiap langkah penyelenggaraan pembangunan Rumah
Sederhana Layak Huni (RSLH), sehingga dapat terlaksana secara baik
dan tepat sasaran.

Pasal 4

Pembiayaan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman Secara
Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dibebankan
kepada Anngaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bengkalis.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati
Bengkalis Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pembangunan Permukiman dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat
dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis _

L pada tanggal Jir flou
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SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

P

Drs. H. ASMARAN HASAN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19550720 198003 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2011 NOMOR
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PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA LAYAK HUNI (RSLH)
- SECARA SWAKELOLA OLEH KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA SWAKELOLA
SRR DI KABUPATEN BENGKALIS : o

BAB 1
f;;UMUM'J
1.1 LATAR BELAKANG

Kebutuhan akan rumah merupakan kebutuhan dasar manusia, selain -

k"kebUtUha" 'sandang dan pangan ‘Kebutuhan akan ‘rumah masih belum |

dapat . dlpenuhl oleh seluruh masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten
‘ ";Bengkalls ~ Untuk  itu, Pemerlntah Kabupaten : ’Be_ngkalls berupaya
I ‘_ untuk mengentaskan kemlsklnan khususnya di - Kabupaten Bengkalis. B
| :Upaya Pemenntah Kabupaten Bengkalls tersebut sejalan _ dengan-f
B komltmen Pemerlntah Provmsr Rlau melalm program “K2I" yartu pengentasan :
Kemlsklnan pemberantasan Kebodohan dalam menlngkatkan sumber daya o

-manu3|a serta menyedlakan Infrastruktur ‘yang memadal untuk - mengejar
ﬂketertmggalan dan penlngkatan pelayanan untuk pertumbuhan investasi

pada sektor riil.

- 1.2 MAKSUD

Program ini mem|I|k| maksud untuk menlngkatkan dan menyedlakan\é‘;’,,}:: e
'Vkebutuhan mfrastruktur dasar masyarakat d| perdesaan yang dilaksanakan
melalurv pendekatan pemberdayaan masyarakat, ,dengan demrklanjf :f :
drharapkan kegratan ekonoml sosral, dan - bUdaya”,: pe‘rdes‘aan semakin =

tumbuh dan berkembang

1.3 _TUJUAN
 Progmm i memii tujuan untuk meningkatian produktiias
?‘ ';'masyarakat dengan cara: . R e ERR b
a. memberlkan kemudahan aksesrbllrtas kepada masyarakatdl perdesaan :
b. ,menrngkat‘kan peran serta masyarakat ‘dalam  hal perencanaan, -
d \bela‘ks‘a‘naah' ' pengawasan - _dan ’»l"'genge'ndalian,4 Pemanfaatah
o »serta pemellharaan A” : ;' L . | =
C. . memberrkan peluang kerja kepada warga masyarakat pefdesaan Sekalrgu s
| dlharapkan dapat memngkatkan pendapatan masyarakat melalw pellbatané i

: masyarakat dalam keglatan konstruksr
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1.6

: SASARAN

d mendorong masyarakat dan penyelenggara pemenntahan yang lebih '

’ cerdas jUJur bertanggung Jawab akuntabel dan transparan

Program ini - mem|I|k| sasaran yaltu masyarakat d| Desa/KeIurahan

yang tergolong mlskln dan temnggal

| RUANG LINGKUP

- Program ini memlhkl ruang Ilngkup yaltu penlngkatan/pembangunan
| RSLH yang dllaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakatﬁé’ i
'pelaksana swakelola dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan ‘
orgamsaSI f yang dlbentuk secara demokratls ‘oleh masyarakat at

‘ yang dlsebut OrgamsaSI Masyarakat Setempat (OMS)

PRINSIP DAN PENDEKATAN
1 6. 1 PRINSIP PENGELOLAAN

' i::_“Program ini mem|I|k| pr|n3|p sebagal berlkut

B pemlllhan keglatan berdasarkan musyawarah sehlngga dlperoleh'?é';f"'“ |

- dukungan dan masyarakat (acceptable) haI ini - berlaku balk'jf :

fpada pemlllhan |OkaSI dan penentuan mekanlsme pelaksanaanf

keglatan pembangunan dan pengadaan maupun pada penetapan

s mekanlsme pengelolaan prasarana Perdesaan/KeIurahan terbangun

' ‘ib.fpenyelenggaraan keglatan bersama masyarakat ‘secara terbuka:g; L
'd dlketahw oleh semua unsur masyarakat (transparant):? f‘i

. melalui penyedlaan medla komumkasn dan mformasn yang akurat ':

dan mudah dlakses oleh masyarakat

c. >penyelenggaraan keglatan harus dapat dlpertanggungjawabkan":?

(accountable) dalam hal - ketepatan sasaran ketetapan waktu
ketepatan pemblayaan dan ketepatan mutu pekerjaan | :
oode penyelenggaraan keglatan : dapat - memberlkan manfaatf’

kepada masyarakat secara ‘ berkelanjutan (s_ustainable)ﬂl‘;_'?f:f"'

"ikyang dltandal dengan adanya pemanfaatan pemeliharaan

_dan pengelolaan prasarana dan sarana perdesaan yang mandiri

 oleh masyarakat
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- 1.6. 2 PENDEKATAN

; Pendekatan dalam program ini adalah program pembangunan :
: ’;yang berbasrs pemberdayaan masyarakat melalur '

a. pembangunan yang berkualltas artlnya semua .infrastrukt‘ur

yang dlbangun harus memenuhl Standar, teknik yang telah '

dltetapkan

b.'-"keberplhakan pada kaum mlskln o'rivéntas‘ilf‘k\egiatan ba|k .

: 7da|am proses maupun pemanfaatan h'asil‘; - diutamakan |

' ~bag| penduduk mlskln

c. otonomr dan desentralrsasr masyarakat memperoleh kepercayaan

’dan kesempatan yang Iuas dalam . keglatan balk dalam proses ‘

vperencanaan pelaksanaan pengawasan maupun pemanfaatan} .

hasﬂnya

d. 'pamslpatlf masyarakat terllbat “secara. aktlf dalam keglatan

~rnulai“ dari proses perencanaan pelaksanaan pengawasan

maupun pemanfaatan dengan semangat gotong royong; e

e.l;.keswadayaan kemampuan masyarakat menJadl faktor pendorongé -

‘utama dalam keberhasnan keglatan ba|k proses perencanaan

‘"ipelaksanaan pengawasan maupun pemanfaatan haS|I kegiatan;

f.‘” ‘keterpaduan pembangunan dlmana keglatan yang dllaksanakantf‘:{_‘]: Lo

.‘memlllkl smergl dengan keglatan pembangunan yang Ialn'é:‘

ydengan prlnS|p pembangunan yang benNawasan Imgkungan

INDIKATOR KEBERHASILAN

Tlngkat keberhasrlan pelaksanaan o program’ Cini ditentukan‘; ’.

dengan |nd|kator sebagal berlkut

a. terbangunnya Rumah Sederhana Layak Hunl ‘bagi masyarakat mlsklnfl

“sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan anggaran yangf

tersedla

b. memenuhl 3T yaltu Tepat Sasaran Tepat Waktu dan Tepat Mutu

BABHV“‘

ORGAN ISASl

UMUM

Pelaksanaan Keglatan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Hunl_i'

secara swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola dengan pola

pemberdayaan_ masyarakat_ ini - perlu dldukun_g‘, struktur organlsa5| |
yang kfmelbibatkan: j!‘:uns'm | instansi di ' tingkat . Kabupaten, =
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Kecamatan dan Desa/KeIurahan serta OrganlsaS| Masyarakat Setempat (OMS) o
sebaga| pelaksana keglatan di tlngkat Desa/KeIurahan ’ ‘

TINGKAT KABVUPATEN i
Pelaksanaan - prbgram i 'difasilitasi ,"olbeh"~ Dinas Cipta Karya . |
dan Tata Ruang Kabupafén ~ Bengkahs Unsur—unsur - yang terlibat';
dalam - pelaksanaan keglatanpembangunan Rumah Sederhana Layak,g
Hun| (RSLH) pola pemberdayaan masyarakat adalah sebagal berlkut

. g 2 2. 1 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

Dalam melaksanakan keglatan Pembangunan Rumah Sederhana L

Layak Hun| dengan pola pemberdayaan masyarakat dltunjuk Pejabat_ﬁ :
“dari Dlnas Clpta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis
sebagal Pejabat Pembuat Komltmen (PPK) yang bertanggung Jawabé
‘secara teknls dan admmnstrasn keuangan terhadap pelaksanaan
keglatan -Tugas dan Tanggung Jawab PPK sebagal berikut : 5
a. » mengendahkan pelaksanaan keglatan balk fISIk maupun keuangan;
b. melaporkan perkembangan pelaksanaan keglatan ' »
6. menylapkan dokumen anggaran ' atas * beban pengeluaran
| pelaksanaan keglatan yang mencakup dokumen admlnlstra3|
kegiatan maupun dokumen admlnlstraSI yang terkalt dengan
persyaratan pembayaran yang dltetapkan sesual dengan ketentuan

B perundang undangan

222 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknls Keglatan (PPTK) adalah peJabat g
‘yang dltunjuk oleh Kepala Dlnas Clpta Karya dan Tata Ruang Kabupaten j |
_Bengkalls untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) antara Ialn bertugas membantu PPK melakukan
- ’perS|apan pelaksanaan dllapangan pengawasan “dan evaluasr?_
‘ semua keglatan dllapangan secara : berkala ~juga berkoordlnasr?’ SR

‘ dengan Lembaga terkalt d| Kabupaten dan Kecamatan serta membuat '

"-‘dan menandatanganl Iaporan » perkembangan haSII pelaksanaan%

dllapangan dan melaporkan kepada PPK PPTK bertanggung Jawab |

‘ kepada PPK/Kuasa Pengguna Anggara dan Pengguna Anggaran o




STRUKTUR PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SECARA SWAKELOLA
OLEH PELAKSANA SWAKELOLA

LR Ja.lur 'Struktu'r_al'i-" '}lfr]alur Fungsional
S PENGGUNA ' |
A ANGGARAN | :
i x , ;
H v .
R  KUASA PENGGUNA ;

5 7T - ANGGARAN 3
i i A AA i
R g
i Umt/Lembaga Terkait | ,
'l Tingkat Kabupaten - || :
il (Bappeda,CKTR) r g
E 7'\ N A e
B N . e
] o R
— — - TSI NN | I
i - PPIK i -
! Kab‘upaftern e i § : i :
E u } . = . vi - » [ - n - - ~v J: [ - E
¥ Desa o OMS» 11| TPM E

Keterangan —_> Garis Dukungan
: ;,----.-> Gans KoordlnaS|

23 TINGKAT KECAMATAN DAN DESA KEPENGHULUAN/KELURAHAN ‘
2.3.1 KECAMATAN |

- Tlngkat Kecamatan ;tefdiri'- ‘dari. perangkaf kecamatan, -
| tokoh‘v masyarakat ‘(agama_,j ‘adat " dan | ormas)  dengan tugas 7
‘sebagai berikut : o S E
‘a. ;menghadiri "s‘osialisasi"‘ 'prograrh “ini tingkat kkabupaten%
dan menglnformaSIkan kepada pihak - yang fberkepentingan
~ ditingkat kecamatan; S |
‘bb.'jimembantu memfaS|I|taS| terhadap kelancaran pelaksanaan program
"v.‘v"j{pada‘ setiap tahapan, kkd,an 1penyelesa|an masalah yang tlmbulf

~ diwilayahnya.



2. 3 2 DESA KEPENGHULUAN/KELURAHAN

Untuk pelaksanaan program '/_"ini,',,_v 'di‘ tlngkat Desa‘

Kepenghuluan/KeIurahan dltetapkan kelembagaan masyarakat (OMS)

yang dlfaS|I|taS| oleh Kepala Desa/Penghqu/Lurah meliputi :

b

penetapan Kepengurusan OrganlsaS| Masyarakat Setempat (OMS)

penetapan : Kelompok Pemanfaat dan Pemellharaan (KPP) o

sesual dengan kebutuhan

24 PELAKSANA KEGIATAN L

2. 4 1 ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT (OMS)

OrgamsaSI Masyarakat Setempat adalah Organisasi yang berasal

‘ ’darl OrganlsaSI_ Lembaga Pemberdayaan ' Masyarakat Desa,

: Kepenghuluan/KeIurahan yang kepengurusannya d'tetapkan/dlsyahkan P

- oleh Kepala Desa/Penghulu/Lurah melalun Surat Keputusan Susunan =

'_OMS terdiri dar| Ketua OMS dan Bendahara Tugas dan tanggungjawab ‘
OMS adalah : | |

Ca.

-;mengldentlflkaSI prlontas pembangunan yang ada di Desa,
r’"Kepenghuluan/KeIurahan _ |
b, mengldent|f|kaS|/memetakan keadaan keluarga mlskln yang ada?

_ "(dl Desa Kepenghuluan/KeIurahan secara komprehensuf berlaku ad|I~§ e
: ‘dan tldak dlsknmlnatlf ‘

menandatanganl kontrak ké}rja; ‘.dengan‘\ Pejabat Pem'buatzt

""Komltmen (PPK) S
',Smenyusun Rencana Keglatan Rencana Penggunaan Dana (RPD) ‘

' f’yang dlfaS|l|taS| oleh Tenaga Pendamplng Masyarakat (TPM)

©  dan Konsultan Manajemen '

.‘:',mengajukan permohonan pencalran dana dengan dllengkapl
r«_data—data pendukung yang dlpersyaratkan oleh Pejabat Pembuat |

: '\'Komltmen

memotlva3| masyarakat untuk melakukan swadaya pada keglatan =

' gotong royong; ‘ o A |
.v,‘menyusun Rencana Anggaran Blaya (RAB) pelaksanaan keglatan

F yang dlbantu _ oleh Tenaga Pendamplng Masyarakat - (TPM)

; Konsultan Manajemen dan duadlkan acuan untuk penentuan b|aya ‘

S%keglatan serta tldak melampun pagu anggaran untuk setlapé

T ;Unlt Keglatan '
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b, melakukan monltorlng pelaksanaan‘ kegiafan secara berkala,

h. mempertanggungjawabkan "pengguha'ari o keuangan dralamff‘_f SR

'_\melaksanakan keglatan dan r’hen*ibuat Iaporan ~ penggunaahi@

'dana (LPD) yang dllengkapl dengan buktl berupa kwntan3|

jdan faktur pembellan bahan matenal dan upah

o “~bertanggung jawab terhadap flSIk dan keuangan | o |
| Persyaratan Kepengurusan OMS >

a. Ketua dan Bendahara OMS adalah Ketua dan Bendahara Lembaga”f :
Pemberdayaan Masyarakat Desa Kepenghuluan/KeIurahan ) .
b. ’Ketua dan Bendahara OMS dltuangkan dalam Surat Keputusan

: 'yang dlkeluarkan oleh Desa Kepenghuluan/Kelurahan penerlma

- bantuan

C. Ju;ur dan bertanggung Jawab terhadap pelaksanaan program S

: ‘dllapangan

o d Mengharga| pendapat ’Orang Ialn dan fidak ‘memihak,%
kepada kelompok tertentu Sabar anf dan buaksana serta dapatwé S

B dltenma semua plhak :
e. | Mempunyal Nomor Pokok Wajlb Pajak (NPWP)

\ PEMEL|HARAAN

Pelaksanaan pemellharaan sarana dan prasarana d| Iapangan e

e dllakukan oleh penenma bantuan RSLH

"‘KONSULTAN MANAJEMEN } |

Dalam pelaksanaan Kegiatah Rumah Sederhana Layak Huni,
E PPK dibantu - oleh Tenaga Pendamplng ProfeSIonal terdln darl Konsultan' L
Manajemen dan Tenaga Pendamplng Masyarakat (TPM) tlngkat Desav?_,‘

Kepenghuluan/Kelurahan

Konsultan Manajemen diyt‘unjuk‘melalui pro’seé lelang lyan‘g dilaksanakan

oleh Unlt Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Tugas Kohsultan
'Manajemen adalah : | |

~ a. -memberikan - masukan/adwce balk 'secara teknls dan admwstrasﬂ

kepada plhak terkalt dalam keglatan

A menyampalkan Iaporan bulanan kepada PPK melalw PPTK yang dllaporkan ‘
‘setiap 2 minggu sekali yaitu paling lambat tanggal 5 s/d status

pelaksanaan akhir bulan s_ebelumnya dan pallng- tambat tanggal 20

untuk status pélaksanaén 'kegiatar_i_dari,tarigg’a] 1 sid 15 setiép ‘bulan,é R

~berjalan;
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C.. menyusun Iaporan akhir‘tahun'}pfeblaksanaan kegiatan; , ‘
memberikan .bimbingan“‘teknis-“dan administrasi 'képada Tenaga
Pendamping Masyarakat (TPM) | "

e. membantu PPK melalu1 PPTK mengkoordlnaSI laporan setlap minggu
dari TPM untuk keglatan di tlngkat Kabupaten |

f. membantu PPK melalun PPTK mengevaluaS| hasnl laporan kemajuan _
pekerjaan fi Slk dan keuangan yang dllaporkan oleh OMS dan TPM; 3

g. membantu OMS dalam penyusunan RAB

~ h. membantu PPK melalu1 PPTK dalam men303|allsa31kan program
i. ‘-bertanggung jawab kepada PPK

» TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM)

TPM diseleksi oleh Panltla Rekrutmen yang dltunjuk dan dltetapkanrg -

oleh . Kuasa Pengguna = Anggaran ?~Adan‘ _.bertugas 7 di  Desa,

erpenghquan/KeIurahan selama bérla_ngsulqghya " vogintan |
Adapun persyaratan menjadl TPM adalah - | ‘
. Berlatar belakang m|n|ma| setlngkat D3 Tekmk S|p|I Arsitektur dan Teknik |

Llngkungan/Penyehatan d|mana keglatan dllaksanakan dan - dinilai

mempunyai kemampuan yang cukup untuk ‘melaksanakan kegiatan

infrastruktur di Desa, Kepenghuluan/KeIurahan

2. Mempunyai kemampuan berkomunlka3| dengan balk

3. Jujur dan bertanggung Jawab

4. Mampu bekerjasama dalam t|m |

5. Sebelum pelaksanaan fisik d| Iapangan calon TPM harus bersedlai
- secara mandiri menglkutl pelatlhan oleh D|nas Clpta Karya dan Tata Ruang

Kabupaten Bengkalls : '
Tugas dan tanggung jawab Tenaga Pendamplng Masyarakat (TPM) '

adalah :

a. membantu_‘ PPK melalunPPTKdaIam menSoSiaIisasikan kegiatan_é

- tingkat masyarakat; - .

b. memberikan - bimbingan - téknisg,f (PembUatan Gambar Rencana,i

pengukuran Serta' | dalam penyusunan Rencana - Anggaran  Biaya)
sebagaimana format yang telah dltetapkan | |

melakukan pengawasan terhadap mutu dan volume pelaksanaan kegiatan;
membuat laporan mlgngguan yang dlsampalkan kepada PPK melalui PPTK.




: BAB |II

MEKANISME PENYELENGGARAAN

Mékanisme penyelenggaraan pembangunan " Keglatan Pembangunan .

Rumah Sederhana Layak Huni, dengan pola pemberdayaan masyarakat dilaksanakan

»dengan

cara swakelola ~oleh masyarakat Desa Kepenghuluan/Kelurahan

dengan demikian masyarakat adalah pelaku utama pembangunan Pemenntah»?i

3.1

® o 0 T O

> @ -

FR berperan sebagai faS|I|tator dan pendorong

'TAHAPAN PERSIAPAN' R A

Penetapan lokaSI dan anggaran

: Penyusunan Pedoman S :

' Pengadaan dan Penylapan Konsultan Manajemen/Perencanaan
Sosnallsa3| program tlngkat Kabupaten e 8
‘Musyawarah Desa Kepenghuluan/KeIurahan untuk Proses Penentuan -

’LokaSI/Penerlma bantuan RSLH Penyusunan RAB

3.1.1

’ Pelatlhan TPM dan ketua OMS
Pengesahan/vahda5| RAB -
Pembukaan rekenlng oleh OMS dan penylapan kontrak

Penandatanganan kontrak

KRITERIA DESA KEPENGHULUANIKELURAHAN SASARAN

‘Desa KepenghuluanIKelurahan sasaran dlplllh berdasarkang

‘ -"kate:gori' "Desa, Kepenghuluan/KeIurahan : mlskln dan tertinggal

312
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‘sesuai - dengan ‘ hasn penell’uan BALITBANG serta data BPS.
! Dlsamplng |tu juga memperhatlkan usulan dan aspwasn dari Desa,
Kepenghuluan/Kelurahan yang benar-benar - memerlukan

7 sesual dengan sasaran program |n|

‘PENETAPAN DESAIN BANGUNAN

Untuk mempermudahkan }kr -rﬁa_s‘yérakat‘} " melaksanakan :
pembangunan RSLH maka dlperlqkan .‘Desain ‘Gambar |

~dan Rancangan Pemblayaannya

:PENGADAAN DAN PENYIAPAN KONSULTAN PENDAMPING

Konsultan pendamplng terdm darl konsultan manajemen%"

'zdan Tenaga Pendamplng Masyarakat (TPM) ‘Proses pelelahgan%

‘dllakukan : sesual\j _dengan ketentuan “yang  telah  disepakati.

Sedangkan ‘pengadaan T,P'M‘*dAire}krut '\sébajgai‘ ‘tenaga ,pengawa_s'i

lapangan dengan terlebih dahulu dilakuka‘n ujian dan pelatihan. -




314

PEN ETAPAN DESA SASARAN

| Berdasarkan usulan dan Kecamatan maka disusun nama-nama
Desa/Kelurahan dan calon penenma bantuan RSLH dan ditetapkan

melalui - surat Keputusan Kepala Dinas Clpta Karya dan Tata Ruang -

: Kabupaten Bengkalls

3.1.5

3.1.6

. 317

. oleh 2 (dua) orang unsur dlantaranya Ketua OMS dan Bendahara OMS. |

3.1.8

MUSYAWARAH DESA,« ‘KEPENGHULUAN/KELURAHAN UNTUK

PROSES PENYIAPAN S

_ Musyawarah Desa KepenghuluaaneIurahan ini _difasilitasi;
oleh OMS bersama perangkat Desa,i ,KepenghuluaaneIurahan

yang bertu;uan untuk =
a. ,mengldentlflkaS| calon penenma bantuan
. ‘menetapkan penenma bantuan

b
c. membuat dan menetapkan rencana keglatan
d

 hasil - penetapan Musyawarah Desa Kepenghuluan/KeIurahan
'dlsahkan oleh Surat Keputusan Kepala Desa/Penghulu/Lurah

yang dltandatangam oleh Kepala DesaPenghulu/Lurah

PENGESAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

a. harga bahan dan upah dibuat oleh OMS berdasarkan survei

sendln dan d|ketahU| oleh Kepala Desa/Penghulu/Lurah

b. rencana Anggaran Blaya dlbuat oleh OMS dan dlsetUJUI oleh PPK(%

; meIaIU| PPTK

PEMBUKAAN REKENING OMS

Setelah Rencana Anggaran Blaya (RAB) dlsahkan maka OMS
segera membuka rekemng di Bank Riau Kepn terdekat. Untuk membuka '

rekenlng atas nama OMS yang bersangkutan akan ditandatangani |

PENAN DATANGAN KONTRAK

Setelah dokumen pendukung untuk pelaksanaan keglatan |
selesai disiapkan maka dllakukan penandatangan kontrak antara OMS
dengan Pejabat Pembuat Komltmen yang dlketahw oleh Kepala Dlnas

. Clpta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalls :

1 3.1.9

PROSES PENCAIRAN DANA DAN PELAKSANAAN FISIK KEGIATAN

Sumber dana untuk program ini' berasal dari Anggaran ’
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkahs dan dikenakan



- pungutan pajak se"suai E dengan' keterttuan' dan  perundangan R

' ‘yang berlaku. Pencalran dana di ‘bagi dalam 3 tahap yartu ,
a. Tahap Pertama, OMS dapat mengajukan dana 40% dari total kontrak

dengan target fISIk yang _harus diselesaikan sebesar 40%§1 :

dan total volume fISIk Persyaratan yang harus dllamplrkan adalah :
: 1. Kontrak Kerja gL
| ‘-2 Rencana Penggunaan Dana Tahap l;
3. KwrtanS| Pembayaran Tahap Pertama

b.‘v\Tahap Kedua dlbayar 30% apabrla telah menyelesalkan pekerjaan’_}é o
fISIk 36% dan tqtal target t"srk dengan melamprrkan data«%‘f

o sebagal berlkut

1. Laporan progres fISIk dan keuangan yang dltandatanganr e

‘ - oleh OMS TPM Konsultan Manajemen
2. Berlta Acara hasrl pemerrksaan Iapangan yang dltandatangam
,. oleh OMS TPM Konsultan PPTK dan dlsetUJw PPK .
3. Rencana penggunaan dana tahap kedua '
4, Kwrtansr pembayaran tahap pertama o
5. Admrnlstrasr lalnnya (foto pelaksanaan fisik) ‘
c.. Tahap Ketrga dlbayar 30% apabrla telah menyelesarkan pekerjaan

"flsrk 70% darr total target frsrk dengan melamplrkan data | - -

sebagal benkut

- 1. Laporan progres frsrk dan keuangan yang dltandatanganl o

‘oleh OMS TPM Konsultan ManaJemen

""2;“Ber|ta Acara haS|I pemerlksaan Iapangan yang dltandatanganl

oleh OMS TPM Konsultan PPTK dan dlsetu1u1 PPK :
Rencana penggunaan dana tahap ketrga e
KW|tanSI pembayaran tahap kedua

:, Admlnlstra3| Iarnnya (foto pelaksanaan fISIk)

o o t.# w

‘ (SPKMP) bermateral

3, 2 TAHAPAN PELAKSANAAN FIS|K e

a. Penylapan lokasi; TS SO .

b OrganlsaS| Masyarakat Sétémpat (OM'S}): ‘;rrtengajukan Rencana

~ Penggunaan Dana (RPD) dalam 3 (tlga) tahap,, o | L
Pengadaan materlal dan barang, prech

d. Pelaksanaan fISIk

Surat pernyataan ’ kesanggupan menyelesalkan -pek_erja'an




3.3 TAHAPAN MONITORING
a. Monitoring dilakukan oleh PPTK/PPK/Kuasa Pengguna Anggaran;

b. Monitoring dilakukan minimal dalam tahap pencairan dana oleh OMS.

3.4 TAHAPAN PASCA PELAKSANAAN FISIK
a. Pembuatan laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan;
b. Serah terima pekerjaan antara OMS ke Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK);
c. Serah terima pekerjaan dari PPK ke Pengguna Anggaran.

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni
secara swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola/Organisasi
Masyarakat Setempat (OMS) dengan pola pemberdayaan masyarakat ini
diharapkan menjadi pegangan bagi seluruh pelaku yang terkait dalam implementasi
pelaksanaan kegiatan pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH),

dengan pola pemberdayaan masyarakat diberbagai tingkatan.




